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ABSTRAK 

       Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Pasal 12 ayat (1) PP NO 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP NO 37 

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT bahwa Daerah kerja PPAT 

adalah satu provinsi. Selanjutnya dalam Pasal 12 A “PPAT mempunyai 

tempat kedudukan di Kabupaten/kota di provinsi yang menjadi bagian dari 

daerah kerja”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kedudukan 

pembuatan akta oleh PPAT diluar tempat kedudukan PPAT (kab/kota) 

namun masih dalam daerah kerja PPAT (satu provinsi). ratio decidendi 

dalam putusan No 65 PK/TUN/2023 yang berkaitan dengan wilayah kerja 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini tergolong normative karena 

bertujuan untuk menyediakan data, penelitian hukum merupakan suatu 

proses untuk memahami hukum, asas, dan doktrin yang mengatur hukum. 

PPAT memang memiliki daerah kerja yang mencakup satu wilayah Provinsi 

namun Peraturan Jabatan PPAT yang disebutkan diatas lebih lanjut 

mengatur mengenai tempat kedudukan PPAT yaitu di Kabupaten/kota 

diprovinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja. Dengan kata lain seorang 

PPAT hanya berwenang membuat akta yang objeknya berada di ruang 

lingkup tempat kedudukannya sebagai PPAT. Menurut Majelis Hakim 

tindakan PPAT yang melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli di 

Pekanbaru tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai daerah kerja 

PPAT karena yang dimaksud daerah kerja berada dalam satu wilayah 

provinsi, dalam hal ini PPAT memiliki daerah kerja di Provinsi Riau, dengan 

demikian dalil PPAT mengenai pelanggaran daerah kerja haruslah 

dinyatakan ditolak. 

 

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Wilayah Kerja, tempat 

kedudukan. 
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ABSTRAC 

 

       The Land Deed Making Officer (PPAT) is a public official who is given 

the authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding 

land rights or Ownership Rights for Apartment Units. Article 12 paragraph 

(1) of PP NO. 24 of 2016 concerning amendments to PP NO. 37 of 1998 

concerning PPAT Position Regulations states that the PPAT work area is 

one province. Furthermore, in Article 12 A, "PPAT has a domicile in the 

Regency/City in the province which is part of the work area." This study 

aims to analyze the status of deed making by PPAT outside the PPAT's 

domicile (district/city) but still within the PPAT's working area (one 

province). ratio decidendi in decision No. 65 PK/TUN/2023 relating to the 

working area of the Land Deed Making Officer. This research is classified 

as normative because it aims to provide data, legal research is a process to 

understand the law, principles, and doctrines that regulate law. A PPAT does 

have a work area that covers one province, but the PPAT Job Regulations 

mentioned above further stipulate that the PPAT's domicile is in the 

regency/city within the province within which they work. In other words, a 

PPAT is only authorized to issue deeds whose objects fall within the scope 

of their domicile as PPAT. According to the Panel of Judges, the actions of 

the PPAT who carried out the signing of the Sale and Purchase Deed in 

Pekanbaru did not conflict with the provisions regarding the PPAT's work 

area because the work area referred to was in one provincial area, in this 

case the PPAT had a work area in Riau Province, thus the PPAT's argument 

regarding violation of the work area must be declared rejected. 

Keyword :  Land Deed Making Official, Working Area, place of domicile. 
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RINGKASAN 

KEPASTIAN HUKUM WILAYAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH (PPAT) 

        BAB I, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

penulisan alasan dari diangkatnya tesis ini. Adanya fakta hukum yang terjadi yang 

menyimpang dari norma hukum sehingga melahirkan isu hukum yang diteliti. Isu 

hukum kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah 

tersebut lahirlah tujuan l tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian 

yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. 

Kemudian diterangkan metode penelitianyang digunakan peneliti untuk 

menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan 

yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. 

      BAB II membahas rumusan maslah pertama yaitu dengan judul Akta Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Dibuat Di Luar Tempat Kedudukannya. 

      BAB III merupakan bahasan dari rumusan masalah kedua yaitu dengan judul 

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65PK/Tun/2023. 

      BAB IV Merupakan bagian penutup yang dimuat kesimpulan dan saran untuk 

senua permasalahan yang dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga, pembahasan 

tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang akan disusunsecara sistematika 

dan obyektif, sehingga akan dapatkan sebuah konklusif yang utuh,singkat, padat 

dan pada akhirnya akan direkomendasikanbeberapa saran padahasil-hasil 

kesimpulan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T. yang dengan hidayah-nya 

sehinggapenulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik 

dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul : 

“KEPASTIAN HUKUM WILAYAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH (PPAT) (Studi Putusan MA Nomor 65/TUN/2023)“. Yang disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Program 

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.  

Penulis tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu dalam 

kesempatanini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang 

terhormat :  

1. Bapak Arasy Alimmudin, S.E., M.M, sebagai Rektor Universitas Narotama 

Surabaya  

2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

UniversitasNarotama Surabaya  

3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister 

KenotariatanFakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Dr. Habib 

Adjie, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 

membimbing sejak awal sampai tesis ini terselesaikan dengan baik  

4. Semua Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya Staf Tata Usaha dan rekan-rekan Program 

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama 

Surabaya, yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti 

perkuliahan dan penulisan Tesis ini. 



7 
 

 
 

 

5. Istri tercinta Merin Syarah yang telah memberikan dukungan selama 

perkuliahan , proses pengerjaan tesis hingga selesainya tesis ini. 

6. Anakku tercinta Caitlyn Keisha Daneera yang telah memberikan pelajaran 

hidup kepada penulis, dengan tetap menjalankan peran menjadi seorang 

Ayah tidak membuat patah semangat penulis dalam menitih ilmu di 

perguruan tinggi Universitas Narotama Surabaya. 

7. Ayah saya Ir. Herwirawan B.T. dan Ibu saya Sri Mundani yang telah 

mendukung dan menyayangi saya dengan caranya sampai saat ini. 

8. Kakak-kakak saya Herwindia Putri A., Herwindhani Poppy A. yang selalu 

menyayangi dan mendukung saya dengan segala cara. 

9. Teman-teman saya, Raka, Martina, dan Andreas yang telah mendukung 

dengan caranya masing-masing, menyemangati hingga selesainya penulisan 

tesis ini. 

10. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 24 Universitas Narotama 

Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	02. LEMBAR PERSYARATAN GELAR
	18052026141252
	TESIS RIZKY SETELAH UJIAN (2)

